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Ramadani, Heriko Putra. Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan 
Kematian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 
52/Pid.B/2020/PN Bbs). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Seorang yang dihadapkan pada suatu badan peradilan untuk 
mempertanggungjawabkan penganiayaan tersebut sebagaimana diatur dalam 
KUH Pidana akan dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan tindak 
pidana penganiayaan. Namun, seorang yang ikut serta melakukan penganiayaan, 
yaitu yang turut serta melakukan suatu perbuatan dan kemudian mengakibatkan 
kematian pada orang lain akankah dikenai dengan pidana penjara (sebagai 
imbalan). Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum 
pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep turut serta melakukan tindak 
pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengkaji penerapan hukum pidana 
materiil dalam perbuatan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian pada 
Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs. Jenis penelitian menggunakan jenis riset 
kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data 
utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content 
analysis) dan dengan cara berfikir deduktif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) konsep turut serta melakukan 
tindak pidana menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah 
terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan perbuatan pidana. 
Atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun 
bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP ada lima bentuk, 
yakni mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, 
menganjurkan dan membantu melakukan. 2) Penerapan hukum pidana materiil 
dalam perbuatan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian 
pada putusan nomor 52/Pid.B/ 2020/PN Bbs sudah benar dan sesuai dengan 
menerapkan Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana 
dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing 
3 (tiga) tahun. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak 
pidana “secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dan 
“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan 
kekerasan terhadap orang lain mengakibatkan maut.” Namun terdakwa terbukti 
melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan 
penganiayaan yang mengakibatkan mati.” 
 




Ramadani, Heriko Putra. Participating in Persecution Leading to Death 
According to the Criminal Code (Decision Study Number 52/Pid.B/2020/PN Bbs). 
Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2021. 
A person who is confronted with a judicial body to be responsible for the 
persecution as regulated in the Criminal Code will be sentenced to imprisonment 
because he is proven to have committed a criminal act of mistreatment. However, 
a person who participates in persecution, that is, who participates in an act and 
then results in the death of another person will be subject to imprisonment (as a 
reward). A crime can involve more than one person, in criminal law it is called 
inclusion in a criminal offense.  
This study aims to examine the concept of participating in criminal acts 
according to the Criminal Code and to examine the application of material 
criminal law in the act of participating in assault resulting in death in Decision 
Number 52/Pid.B/2020/PN Bbs. This type of research uses library research with a 
normative legal approach. The main data source is secondary data. The data 
analysis used in this research is qualitative data analysis using content analysis 
techniques and by means of deductive thinking.  
The results of this study concluded that 1) the concept of participating in a 
criminal act according to the Criminal Code (Criminal Code) is the involvement 
of a person or more when another person commits a criminal act. Or an offense 
committed by two or more people. There are five forms of participating in 
criminal acts according to the Criminal Code, namely those who commit, order to 
do, participate in doing, recommend and help to do so. 2) The application of 
material criminal law in the act of participating in persecution resulted in death in 
decision number 52/Pid.B/2020/PN Bbs is correct and in accordance with the 
application of Article 351 Paragraph (3) Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the 
Criminal Code, as the indictment of more subsidies for the public prosecutor with 
imprisonment of 3 (three) years each. Defendant I and Defendant II were not 
proven to have committed a criminal act "collectively, deliberately taking the life 
of another person" and "openly and with collective energy using violence against 
others resulting in death." However, the defendant was proven to have committed 
a criminal act "jointly committing an act of maltreatment which resulted in death."  
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Aku hanya berharap bahwa orang lain mengerti bahwa Islam itu damai dan  
tidak mendukung kekerasan. 
 (Muhammad Ali) 
 
“Orang mati menerima lebih banyak bunga daripada orang hidup, karena 
penyesalan lebih kuat daripada rasa syukur.”   
(Anne Frank)  
 
“Jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau 
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A. Latar Belakang  
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dimana 
tujuan negara secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia 
adalah Negara hukum”. Negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan 
dengan tujuan melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, 
meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut 
serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial.  
Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai 
masyarakat, yang memiliki tujuan memberikan keadilan, keselamatan, dan 
ketertiban di masyarakat. Setiap orang memiliki kepentingan masing-masing 
dan di dalam memenuhi kepentingannya tersebut, maka diatur oleh aturan-
aturan berupa hukum untuk menimbulkan keseimbangan dan keselarasan antar 
kepentingan.1 Sesuai ketentuan tersebut, salah satu prinsip negara hukum yaitu 
adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di depan hukum.  
Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-
undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk 
dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. 
                                                 
1 Irawan, I Kadek Agus., Sujana, I Nyoman & Sukadana, I Ketut, Tindak Pidana 





Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini 
disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan 
tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan 
ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain 
tersebut.2 
Pada kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk individu dan 
sosial tentunya tidak terlepas dari pola hidup yang ditentukan oleh sikap diri 
sendiri dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup. Hal ini dapat tercapai 
apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan 
kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan 
dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 
Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan 
selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.3 
Hukum pidana, secara umum yang dipakai untuk menentukan 
perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan 
disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang 
memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya 
sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Realitanya di lapangan melihat 
tujuan dari pidana tersebut di atas, dikaitkan dengan tindak pidana 
penganiayaan yang telah diatur dalam hukum pidana Indonesia, ternyata 
masih jauh dari harapan dan tujuan hukum pidana tersebut.  
                                                 
2 Zaidan, M. Ali, Munuju  Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Graafika, 2015, 
hal. 3. 




Hal ini dapat dilihat dari media massa maupun elektronik yang hampir 
setiap hari terisi oleh kejadian-kejadian penganiayaan. Berbagai tindakan 
penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik 
seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, 
bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan 
kematian. Selain itu tindakan penganiayaan tidak jarang juga menimbulkan 
dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan 
terkadang ada korban pernganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental. 
Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai 
tujuan hampir sama dengan tujuan pidana antara lain penjeraan, baik ditujukan 
kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai 
potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan 
jahat, perbaikan kepada penjahat.4 Tujuan sanksi pidana atau pemidanaan 
bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada 
tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.  
Penanganan pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat 
dengan menjatuhi sanksi penjara. Akan sanksi tersebut tidak hanya berlaku 
bagi pelaku saja, tetapi juga pada seseorang yang melakukan tindakan turut 
serta melakukan pengaiayaan. Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana 
yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar 
menegetahuai  apa  yang  dilakukan,  tetapi  ada  juga  yang dikarenakan unsur  
                                                 
4 Irawan, I Kadek Agus., Sujana, I Nyoman & Sukadana, I Ketut, Tindak Pidana 





paksaan. Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti 
bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau 
dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk 
mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut 
turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.5 
Seperti halnya dalam kasus Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs. Pada kasus 
tersebut para terdakwa datang ke rumah korban bermaksud untuk memberi 
pelajaran kepada korban dengan cara Terdakwa I memukul korban 
menggunakan pecahan layah/cobek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kearah 
kepala bagian belakang dan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah kaki dan 
pinggang korban, selanjutnya Terdakwa II melakukan pemukulan 
menggunakan pecahan batu cor sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah 
kepala bagian belakang korban dan memukul dengan menggunakan tangan 
kosong kearah muka korban. Saat itu posisi korban sudah duduk dan 
memegangi kaki Somari dan meminta ampun, namun Suhanto langsung 
mengambil kipas angin yang saat itu berada dirungan tengah dan memukulkan 
kipas angin tersebut ke arah korban dan mengenai kepala bagian atas. 
Selanjutnya saksi Siti Rokhaeni keluar rumah untuk meminta 
pertolongan kepada warga sekitar, ketika itu korban masih dalam keadaan 
hidup kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah korban. Pada 
saat itu para terdakwa tidak mengetahui Somari membawa belati yang 
digunakan untuk menusuk korban, para terdawa mengetahui bahwa Somari 
                                                 




membawa belati dan bersama Suhanto telah menggunakan belati tersebut 
untuk menusuk korban beberapa kali ke bagian kepala korban, pada saat para 
Terdakwa bersama-sama dengan Somari dan Suhanto pergi meninggalkan 
rumah korban, kemudian Suhanto bercerita bahwa Suhanto bersama-sama 
dengan Somari telah menusuk korban dengan menggunakan belati tersebut. 
Para terdakwa berniat untuk memberi pelajaran kepada korban tidak untuk 
menghilangkan nayawa korban dan penyebab kematian korban adalah 
pendarahan yang diakibatkan benda tajam belati yang dibawa oleh Somari. 
Seorang yang dihadapkan pada suatu badan peradilan untuk 
mempertanggungjawabkan penganiayaan tersebut sebagaimana diatur dalam 
KUH Pidana akan dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan tindak 
pidana penganiayaan. Namun, seorang yang ikut serta melakukan 
penganiayaan, yaitu yang turut serta melakukan suatu perbuatan dan kemudian 
mengakibatkan kematian pada orang lain akankah dikenai dengan pidana 
penjara (sebagai imbalan). Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu 
orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak 
pidana. Di dalam KUHP penyertaan tindak pidana sering di istilahkan dengan 
deelneming yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. 
Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam 
jenis-jenis pemidanaan yang di terapkan terhadap masing-masing pelaku 
tindak pidana. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat 
menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum 




melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam 
KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam 
menentukan pidana yang mempunyai kecendrungan pada beragam jenis 
pidana.Istilah perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan 
dengan gabungan melakukan tindak pidana.6 
Kemudian, jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
Buku II dan Buku III KUHP maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan 
ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan 
membantu melakukan kejahatan tetapi dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak 
pidana dapat di bagi menjadi empat macam yaitu, orang yang melakukan, 
yang menyuruh lakukan, yang turut melakukan, dan yang dengan pemberian 
upah. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan 
judul “Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 
52/Pid.B/2020/PN Bbs).” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk 
membatasi melebarnya permasalahan penelitian, maka penulis merumuskan 
permasalahan ke dalam dua pertanyaan penelitian. 
1. Bagaimana konsep turut serta melakukan tindak pidana menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana? 
                                                 
6 Fahrurrozi & Paris, Abdul Rahman Salman, Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan 
dalam Perbarengan Tindak Pidana menurut KUHP, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, 




2. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perbuatan turut serta 
melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 
52/Pid.B/2020/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengkaji konsep turut serta melakukan tindak pidana menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
2. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana materiil dalam perbuatan turut 
serta melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian pada Putusan 
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari 
penelitian ini, baik secara teoritis maupun dari secara praktis, antara lain:  
1. Secara teoritis, menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya 
hukum pidana penyertaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
sumber referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana, khususnya 
yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan hukum mengenai tindak 
pidana turut penyertaan, serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan 




2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman 
kepada masyarakat tentang hukum pidana penyertaan dan sanksi hukum 
tindak pidana turut serta dalam perbuatan pidana, khussunya turut serta 
melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian.  
E. Tinjauan Pustaka  
Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah 
sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan, berikut beberapa 
literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
1. Fahrurrozi dan Gare melakukan penelitian tentang “Sistem Pemidayaan 
dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”.7  
Penelitian ini membahas tentang penyertaan yang meliputi semua 
bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun 
fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan 
suatu tindak pidana. Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 
KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu 
tindak pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan 
menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian, bahwa bentuk-bentuk penyertaan dapat dibagi 
menjadi dua yaitu pertama, pembuat yang terdiri dari: pelaku (pleger), 
yang  menyuruh  lakukan (doenpleger),  yang turut serta (madepleger) dan  
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penganjur (uitlokker); kedua, pembantu yang terdiri dari: pembantu pada 
saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. 
Sedangkan sistem pemidanaan terhadap penyertaan tindak pidana adalah 
sebagai berikut. Pertama sistem yang berasal dari Romawi dan kedua, 
sistem yang berasal dari parajurist Italia dalam abad pertengahan. 
2. Irawan, Sujana, & Sukadana dalam penelitiannya tentang “Tindak Pidana 
Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang”.8  
Penganiayaan merupakan tindakan biadab yang dilakukan oleh 
seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti baik secara 
fisik maupun mental. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang 
terjadi dimasyarakat di latar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, 
keadaan ekonomi pelaku, kejiwaan pelaku yang belum stabil, bagaimana 
pelaku dibesarkan didalam keluarga. Penulisan ini menggunakan metode 
penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, konseptual dan kasus.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan 
majelis hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan 
adalah bersifat yuridis, kemudian pertimbangan berdasarkan alat bukti 
serta pertimbangan bersifat non yudiris, ancaman pidana dijatuhkan oleh 
majelis hakim kepada terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan 
matinya  seseorang adalah  hukuman kurungan maksimal tujuh tahun yang  
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diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Sedangkan dalam studi kasus 
putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp yang dibahas, pelaku I Kadek 
Sukasta Alias Bocoh dikenakan hukuman kurungan penjara selama 4 
(empat bulan) sesuai dengan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
3. Hutagaol, dkk meneliti “Sanksi Pidana terhadap Penganiayaan yang 
Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP”.9  
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana penerapan hokum pidana materil terhadap delik penganiayaan 
yang mengakibatkan kematian dan bagaimana dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap delik penganiayaan. 
Metode penelitian yuridis normatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa di dalam KUHP terdapat 
beberapa ketentuan yang mengatur sebagai perbuatan yang menyerang 
kepentingan umum yang berupa tubuh manusia. Jenis kejahatan terhadap 
tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam Bab 
XXII, Pasal 351 s/d Pasal 355. Dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pemidanaan terhadap delik penganiayaan dalam Pasal 14 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman yaitu hakim wajib menggali mengikuti dan 
memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  
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4. Ulfa melakukan penelitian tentang “Tindak Pidana Turut Serta Melakukan 
Kekerasan Terhadap Anak Oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah 
Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”.10  
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang 
menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh 
anak, dan penanganan perkara serta pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan 
kekerasan terhadap anak oleh anak.  
Berdasarkan penelitian yang diteliti ada dua faktor yang 
menyebabkan anak melakukan tindak pidana turut serta melakukan 
kekerasan yaitu, faktor lingkungan dan faktor sosial. Penanganan perkara 
terhadap anak yang turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu 
anak tidak ditahan karena masih dibawah umur, dan ancaman pidana 
terhadap anak dibawah tujuh tahun, serta dilakukannya upaya diversi. 
Dasar pertimbangan hakim mengingat anak masih bersekolah dan proses 
penanganan perkara sudah menghabiskan waktu berbulan bulan.  
5. Rays melakukan penelitian “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 
Ke-1 pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak ”.11  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
Pasal  55   Ayat  (1)  Ke-1 pada  tindak  pidana  penganiayaan  anak  pada  
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Putusan Nomor: 285/Pid.B/2013/PN Luwuk. Jenis dan pendekatan 
penelitianini yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, 
dengan menggunakan bahan hukum primer (hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan 
pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) 
yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan 
pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat 
ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan Pasal 55 ayat 1 ke 1 
pada Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak berdasarkan Putusan PN 
Luwuk Nomor: 285/Pid.B/2013/PN.Lwk sudah sesuai dengan ketentuan 
yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian 
yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data 
lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan 
maupun di tempat-tempat lain.12 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 
penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data 
                                                 




yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah 
data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.13 
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.14 
Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan sasaran bahan 
penelitian pada data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif 
dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, 
pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Data yang 
diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif 
kualitatif, yakni mengkaji penerapan hukum pidana materiil dalam perbuatan 
turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian pada Putusan 
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara 
lain  buku-buku  teks,  jurnal  ilmiah,  refrensi  statistik,  hasil-hasil   penelitian  
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dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber 
lainnya yang relevan.15 Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data 
yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud 
antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian 
ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.16 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.17 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.  
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.18 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-
hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal 
penelitian, dan dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 
52/Pid.B/2020/PN Bbs 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.19 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana penyertaan.  
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4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.20 Studi pustaka merupakan langkah awal 
dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan 
informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti.21 
Metode pengumpulan data atau cara yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data utama berupa data 
sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan 
dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah 
laku yang diobservasikan dari manusia.22 
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Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan 
menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti 
(makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat di komunikasikan. 
Analisis isi (content analysis) adalah sebuah metode analisis yang integratif 
dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, 
dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikasi 
dan relevansinya.23 Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk 
menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang 
bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).24 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data 
didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain putusan pengadilan, buku-
buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku 
yang berkaitan dengan tindak pidana penyertaan. Dari bahan yang sudah ada 
dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, 
sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan 
dengan tujuan penelitian yang diinginkan yaitu mengkaji bentuk bentuk dan 
penerapan hukum pidana materiil dalam perbuatan turut serta melakukan 
penganiayaan mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/ 
PN Bbs. 
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G. Sistematika Penulisan  
Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka 
diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini 
memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika 
penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging). Bab ini memaparkan 
teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain tinjauan 
umum tentang penganiayaan, meliputi pengertian penganiayaan, 
unsur-unsur penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan; tinjauan umum 
tentang tindak pidana turut serta, meliputi pengertian tindak pidana 
turut serta, bentuk-bentuk penyertaan; tinjauan umum tentang hukum 
pidana, meliputi pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan 
pembahasan, yaitu membahas konsep turut serta melakukan tindak 
pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penerapan 
hukum pidana materiil dalam perbuatan turut serta melakukan 
penganiayaan mengakibatkan kematian pada putusan nomor 
52/Pid.B/2020/PN Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan 
saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJUAAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan  
1. Pengertian Penganiayaan  
Penganiayaan dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 
adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas 
orang lain.25 Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Belanda, mula-mula rancangan undang-undang dari 
Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak 
kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi 
perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. 
Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi 
penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan 
untuk mengakibatkan rasa sakit.26 
Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut 
penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian 
atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan 
“pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata 
benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku 
penganiayaan itu. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut 
banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.  
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Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. 
Penganiayaan juga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.27 
Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan ialah dengan sengaja 
menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan 
yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap 
sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga 
keselamatan badan. Menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau 
luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan 
perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan 
yang diperkenankan.28 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa 
penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa 
sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi 
tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pelaku dalam 
penganiayaan menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menimbulkan 
rasa sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang 
menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai 
penganiayaan kalau dilakukan untuk menambah keselamatan badan. 
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2. Unsur-Unsur Penganiayaan  
Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh 
orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Dari 
pengertian di atas tersebut, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur, 
antara lain: Adanya kesengajaan, Adanya perbuatan, Adanya akibat perbuatan 
(dituju) yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan lukanya tubuh, Akibat 
menjadi tujuan satu-satunya.29  
Selanjutnya menurut Tongat,30 penganiayaan mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Adanya kesengajaan. Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif 
(kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus 
diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud. Namun demikian 
patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana 
penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan 
kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya 
kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya 
kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, 
yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, 
bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap 
akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan 
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tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu harusla perbuatan yang benar-benar 
ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau 
dimaksudkannya.  
b. Adanya perbuatan. Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan 
yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia 
menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, 
sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang 
mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, 
mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.  
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)  
1) Membuat perasaan tidak enak.  
2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan 
perubahan pada tubuh.  
3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat 
terjadinya penganiayaan.  
4) Merusak kesehatan orang.31 
3. Jenis-Jenis Penganiayaan  
Kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan 
diatur dalam KUHP Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 
KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan 
penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis. 
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a. Penganiayaan Biasa 
Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan merupakan 
bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan 
penganiayaan sebagai berikut: 
1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. 
2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan 
penjelasan tentang luka berat sebagai: 
1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan 
sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. 
2) Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan atau mata pencaharian. 
3) Kehilangan salah satu panca indera.  
4) Mendapat cacat berat. 
5) Menderita lumpuh. 
6) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih. 




Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja merusak 
kesehatan orang, penganiayaan tidak mesti melukai orang, tapi membuat 
orang tidak bisa bicara atau membuat orang lumpuh termasuk pengertian 
tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya disamakan dengan merusak 
kesehatan orang lain, akan tetapi jika merusak kesehatan orang lain 
dengan memberikan makanan atau minuman berbahaya bagi nyawa atau 
kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. Selanjutnya 
dalam hal percobaan untuk menganiaya tidaklah dapat dipidana, kecuali 
percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana. 
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Pasal 351 KUHP 
menjelaskan tentang perbuatan apa yang dimaksudnya. Ketentuan Pasal 
351 KUHP ini hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang di 
ancamkan, dan Pasal 351 KUHP ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana 
penganiayaan biasa. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa yakni: 
1) Adanya kesengajaan: bahwa di dalam tindak pidana penganiayaan, 
salah satu unsur adalah kesengajaan, yang dilakukan dengan sadar dan 
adanya niat pada pelaku.  
2) Adanya perbuatan: selain adanya kesengajaan, niat dan kesadaran, 
dalam penganiayaan pasti ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku dalam penganiayaan tersebut.  
3) Adanya akibat perbuatan: dalam tindak pidana penganiayaan 
diharuskan adanya akibat yang dialami korban yaitu menyebabkan rasa 




4) Akibat yang menjadi tujuan: tujuan yang dimaksud disini adalah 
tujuan untuk melakukan penganiayaan yang menimbulkan akibat pada 
korban dan menjadi tujuan bagi pelaku penganiayaan. 
b. Penganiayaan Ringan 
Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak 
menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak 
bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan 
ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP berbunyi: 
1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan 
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan 
ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga 
bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja 
padanya, atau menjadi bawahannya. 
2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.  
Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. Melihat Pasal 352 
KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan 
ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut 




sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan 
sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud 
adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bias membahayakan 
orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Percobaan yang 
ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain. 
Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) 
KUHP dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana 
penganiayaan ringan, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 
1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan 
terlebih dahulu. 
2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan: 
a) terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau 
terhadap anaknya sendiri. 
b) terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas 
jabatannya secara sah. 
c) dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk 
nyawa atau kesehatan manusia. 
3) tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang 
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c. Penganiayaan Berencana 
Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang 
dirumuskan sebagai berikut: 
1) Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam tahun. 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
Pasal ini pada dasarnya mengandung tiga syarat, yaitu: 1) 
memutuskan kehendak dengan suasana tenang; 2) tersedia waktu yang 
cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; 
dan 3) pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Memutuskan 
kehendak dalam suasana tenang, artinya bahwa dalam kehendak untuk 
melakukan penganiayaan tersebut, suasana batin dari pelaku dalam 
keadaan yang tidak tergesa-gesa dantiba-tiba, tidak dalam keadaan 
terpaksa dan emosi yang tinggi.  
Ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan 
pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini relatif, dalam artian bahwa 
tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada 
keadaan dan kejadian nyata yang terjadi. Dalam tenggang waktu tersebut 
yang terpenting adalah tidak terlalu singkat, karena jika waktu singkat, 




waktu tersebut, masih ada hubungan antara pengambilan keputusan 
dengan pelaksanaan. Untuk mengetahui adanya hubungan dari keduanya:  
1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk menganiaya; 
2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk 
memikirkan, misalnya bagaimana cara melakukan penganiayaan 
tersebut dan alat apayang sebaiknya digunakan. 
Menurut Wirjono Projodikorobahwa untuk unsur perencanaan ini, 
tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan 
waktu melakukan perbuatan, sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, 
yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih 
dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada kepada keadaan konkrit 
dari setiap peristiwa.33 Ketiga syarat tentang perencanaan tersebut, 
merupakan satu kebulatan yang tidak terpisahkan, yang jika salah satu dari 
ketiga tersebut hilang, maka unsur perencanaan tidak akan ada. 
d. Penganiayaan Berat 
Penganiayaan berat apabila seseorang sengaja menimbulkan luka 
luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan Pasal 354 dengan 
Pasal 351 ayat (2) adalah Pasal 354, perbuatan penganiayaan dilakukan 
dengan sengaja sedangkan Pasal 351 ayat (2), perbuatan penganiayaan 
dilakukan dengan tidak sengaja. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 
KUHP menyebutkan bahwa: 
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1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena 
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 
delapan tahun. 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. 
Tindak penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam, yaitu tindak 
pidana penganiayaan berat biasa yang tidak menimbulkan kematian diatur 
di dalam Pasal 354 ayat (1) dan tindak pidana penganiayaan berat yang 
mengakibatkan kematian diatur di dalam Pasal 354 ayat (2). Unsur-unsur 
dari tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 ayat 
(1) yaitu:  
1) Unsur kesengajaan, artinya bahwa suatu tindak pidana penganiayaan, 
pelaku melakukan dengan dasar niat dan sengaja.  
2) Unsur perbuatan, artinya bahwa dalam tindak pidana ini adanya 
perbuatan yang dilakukan yaitu penganiayaan.  
3) Unsur tubuh orang lain, artinya bahwa dalam melakukan tindak pidana 
penganiayaan obyek yang ditujukan adalah tubuh orang lain yang 
dapat menderita luka berat.  
4) Unsur akibat yang berupa luka berat, artinya bahwa akibat yang 
ditimbulkan disini adalah luka berat yang masuk dalam kualifikasi 
pada Pasal 90 KUHP.  





1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 
sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.  
2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau 
pekerjaan pencarian.  
3) Kehilangan salah satu panca indera.  
4) Mendapat cacat berat (verminking). 
5) Menderita sakit lumpuh.  
6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.  
7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Dalam penganiayaan berat, unsur kesengajaan ditujukan kepada 
tindakan melukai berat orang lain, luka berat bukan seperti rasa nyeri, 
melainkan seperti apa yang telah digambarkan dalam Pasal 90 KUHP. 
e. Penganiayaan berat berencana 
Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang 
rumusannya berbunyi: 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana 
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
Berdasarkan penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan 
yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka 
penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara 




berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP). Dengan kata lain suatu 
penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua 
bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh 
karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur 
penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. 
Pasal 355 KUHP ini dapat dilihat bahwa tindak pidana 
penganiayaan berat berencana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
tindak pidana penganiayaan berat berencana biasa yang tidak 
menimbulkan luka berat atau kematian diatur di dalam Pasal 355 ayat (1) 
KUHP dan tindak pidana penganiayaan berat berencana yang 
mengakibatkan luka berat atau kematian diatur di dalam Pasal 355 ayat (2) 
KUHP. 
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Turut Serta 
1. Pengertian Tindak Pidana Turut Serta  
Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan 
(tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti 
turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan 
tindak pidana. Menurut Kartanegara, deelneming apabila dalam satu delik 
tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.34 Menurut Sianturi, 
deelneming ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak 
                                                 




pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil 
bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.35 
Pendapat lainnya menurut Mulyatno, bahwa ada penyertaan apabila 
bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan 
tetapi beberapa orang.36 Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu 
tindak pidana dapat terjadi dalam hal: 
a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik, atau 
b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan 
merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia 
mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut, atau  
c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu 
orang itu dalam mewujudkan delik. 
Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti 
bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau 
dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk 
mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut 
turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.37 
Menurut ilmu hukum pidana (doktrin) dalam lapangan, deelneming 
menurut sifatnya terdiri atas deelneming yang berdiri sendiri dan deelneming 
yang tidak berdiri sendiri.38 Pembagian ini didasarkan pada sifat 
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pertanggungjawaban antara para peserta. Apabila deelneming yang berdiri 
sendiri, pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. 
Sedangkan bentuk deelneming yang tidak berdiri sendir atau biasa disebut 
accessoire deelneming pertanggungjawaban dari para peserta yang satu 
digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Apabila oleh peserta yang 
lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu 
juga dapat dihukum. 
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan  
Bentuk-bentuk penyertaan terlihat dalam rumusan Pasal 55 dan Pasal 
56 KUHP yang berbunyi: 
Pasal 55 KUHP: 
(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum: 
Ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan 
perbuatan itu; 
Ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan, 
kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, 
atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan 
dengan sengaja membujuk perbuatan itu. 
(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-
perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-
akibatnya dapat diperhatikan. 
Pasal 56 KUHP: 




Ke-1:  mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu 
dilakukan. 
Ke-2:  mereka yang dengan sengaja member kesempatan, serana, atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan. 
Dari kedua pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP 
penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu : 
a. Kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat 
(1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), adalah 
mereka: 
1) yang melakukan perbuatan (plegen); 
2) yang menyuruh melakukan perbuatan (doen pleger); 
3) yang turut melakukan perbuatan (medeplegen); 
4) yang sengaja menganjurkan (uitlokken). 
b. orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtige) kejahatan, 
yang dibedakan menjadi: 
1) pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan;  
2) pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.39 
Jadi bentuk-bentuk deelneming atau keikutsertaan yang ada menurut 
ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP adalah: 
a. Melakukan perbuatan (plegen, deder), yaitu orang yang memenuhi semua 
unsur delik sebagaimana di rumuskan oleh undang-undang, baik unsur 
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subjektif maupun objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis 
delik yakni delik formil dan delik materil. 
b. Menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke deder), di dalam 
ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu 
tindak pidana itu biasanya disebut sebagai orang middellijk dader atau 
seorang mettelbare tater, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia 
disebut pelaku tidak langsung karena ia memang secara tidak langsung 
melakukan sendiri tindak pidana, melainkan dengan perantara orang lain. 
c. Turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), yaitu 
melakukan penganiayaan bersama-sama dalam tindak pidana ini 
pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan 
(dederplegen) dan orang yang turut melakukan (medeplegen). 
d. Membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker), yaitu 
mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya 
upaya tertentu, adalah bentuk penyertaan penggerakkan yang inisiatif 
berada pada penggerak. Dengan perkataan lain, suatu tindak pidana tidak 
akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak 
harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan 
pelaku yang secara fisik menggerakkan. Tidak menjadi persoalan apakah 
pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan 
tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana 
e. Yang membantu perbuatan (medeeplichtige), dilihat dari perbuatannya, 




ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). 
Tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak accesoir, artinya 
dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku 
dituntut atau dipidana. 
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana  
1. Pengertian Hukum Pidana  
Pengertian hukum sampai saat ini belum ada yang pasti atau dengan 
kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam 
memahami makna dan konsep hukum.40 Notohamidjojo mendefinisikan 
hokum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis 
yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat 
negara (antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata 
damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.41  
Pidana sendiri didefinisikan Soedarto adalah penderitaan yang sengaja 
di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu.42 Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/ 
undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk 
dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. 
Banyak  ahli  berpendapat  bahwa  hukum pidana menempati tempat tersendiri  
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dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak 
menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di 
bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran 
norma-norma di bidang hukum lain tersebut.43 
Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung 
dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan 
tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. 
Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana 
(delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-
undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau 
berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya. Berlakunya asas legalitas 
memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi 
rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. 
2. Tujuan Hukum Pidana  
Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan 
sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang 
salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. 
Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan 
ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan 
tersebut harus dilengkapi dengan unsurmemaksa. Dengan demikian, hokum 
mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata 
                                                 





tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa 
hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.44 
Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang 
perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di 
Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa 
kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum 
pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan 
hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 
a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat 
konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi 
pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter 
dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak 
tertulis dalam pasal hukum pidanatapi bisa dibaca dari semua ketentuan 
hukum pidana atau dalam penjelasan umum. 
b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar 
hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas 
dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya 
pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum 
pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.45 
Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota 
masyarakat   untuk    patuh   dan   menaatinya,   akan   meyebabkan  terjadinya  
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keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum 
pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk 
menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). 
Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah 
menandakan sukamelakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik 
tabi’atnya (represif).46 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Konsep Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana 
Turut serta dapat diartikan ikut serta, bersama-sama melakukan 
perbuatan pidana, dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut 
serta dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, 
yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya.47 Seorang turut 
serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan 
suatu tindak pidana, dimungkinkan jauh sebelum terjadinya (merencanakan), 
dekat sebelum terjadinya (menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, 
memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah 
terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak 
pidana pelaku).48 
Penanganan tindak pidana yang dilakukan dan melibatkan lebih dari 
satu orang pelaku dalam proses penegakan hukum lazimnya digunakan Pasal 
55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP secara 
teoritik dikenal dengan deelneming atau penyertaan. Penyertaan merupakan 
suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, 
sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari 
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perbuatan pidana itu. Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia tertuang dalam Pasal 55 dan 56, sebagai berikut: 
Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana: 
1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut 
serta melakukan perbuatan; 
2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
Pasal 56 KUHP merumuskan: 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan.49 
Penyertaan dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih 
dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Masalah penyertaan 
terdapat seorang pelaku psykis (atau intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari 
suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, 
dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiaptiap orang tersebut menimbulkan 
pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan 
memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau 
perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak 
pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam 
                                                 





bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan 
tindak pidananya.50 
Hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat 
mempunyai berbagai bentuk, maka penyertaan berpokok pada “menentukan 
pertanggungjawaban” dari para peserta terhadap tindak pidana yang telah 
dilakukan.51 Jadi ajaran penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan 
atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, 
sumbangan atau apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana 
itu dapat dilaksanakan atau diselesaikan, serta pertanggungjawabannya atas 
sumbangan atau bantuan itu.  
Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut 
dapat bermacam-macam: a) bersama-sama melakukan suatu kejahatan; b) 
seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, 
sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana 
tersebut; c) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana tersebut. Jadi 
penyertaan terjadi, apabila dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang 
atau lebih dari seorang atau terdapat lebih dari seorang peserta dalam 
melaksanakan tindak pidana. Oleh karena itu ajaran penyertaan berpokok 
kepada penentuan pertanggungjawaban dari pada setiap peserta atas perbuatan 
masing-masing dalam melaksanakan tindak pidana.52 
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Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 di atas, dapatlah diketahui bahwa 
menurut KUHP penyertaan dibedakan dalam dua kelompok yang terdiri dari 
lima bentuk yaitu: 
1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam 
Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat 
(mededader), adalah mereka: 
a. Yang melakukan (pleger); 
b. Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan 
pembuat penyuruh (doenpleger); 
c. Yang turut serta melakukan (medeplegen), orangnya disebut dengan 
pembuat peserta (medepleger); dan 
d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut 
dengan pembuat penganjur (uitlokker). 
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu 
(medeplichtige) kejahatan (Pasal 56 KUHP), yang dibedakan menjadi: 
a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan 
b. Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan.53 
Mencermati dua kelompok penyertaan tersebut, maka dapat diketahui 
bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, bahwa perihal siapa-
siapa yang dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya 
suatu tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk penyertaan sebagai berikut: 
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1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana atau pleger) 
Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang 
memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas 
kejahatan.54 Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa 
yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Undang-Undang 
tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan 
“mereka yang melakukan”. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang 
pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara 
umum ialah pembuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana.  
Bagi tindak pidana formil, wujud pembuatannya ialah sama dengan 
pembuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. 
Sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya 
telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi 
apabila ada orang lain yang ikut terlibat serta kedalam tindak pidana, baik 
secara fisik maupun psikis. Oleh karena seorang pleger itu adalah orang 
yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada 
perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, 
maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat 
seorang dader.55 
Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak 
pidana,  sama  dengan  perbuatan  seorang  dader. Jadi tampak secara jelas  
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bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini adalah didasarkan pada 
ukuran objektif. Jika demikian apa bedanya pleger ini dengan dader. 
Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih 
diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, 
misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau terlibat secara 
fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. 
Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam 
mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan 
peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga 
perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak 
pidana yang dituju. Pembuat peserta tidaklah mungkin terlibat bersama 
pembuat penyuruh, karena dalam hal pembuat penyuruh, pembuat 
materilnya adalah tidak dapat dipidana. Sedangkan pembuat peserta 
dipertanggugjawabkan dan diancam pidana yang sama dengan dader 
(pembuat tunggal), dan sama pula dengan bentuk-bentuk penyertaan 
lainnya dalam Pasal 55 ayat (1) butir (1) KUHP yang disebut dengan 
mededader.56 
Tindak pidana yang dirumuskann secara formil, pembuat 
pelaksananya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan 
terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada 
tindak pidana yang dirumuskan secara materil, plegernya adalah orang 
yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-
                                                 




undang. Secara umum, demikian ukuran perbuatan seorang pleger. Tetapi 
dalam tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana membuat atau 
meneruskan suatu keadaan terlarang, tidak dapat menggunakan ukuran itu, 
tetapi ukuran lain. Dalam hal ini Horge Raad dalam suatu arrestnya (19-
12-1910) memformulerring bahwa orang yang menciptakan atau 
meneruskan keadaan terlarang itu adalah siapa yang mempunyai 
kemampuan untuk mengakhirinya, dan dialah yang dipidana. Bahwa 
barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan 
yang terlarang, pada umumnya dia berkewajiban untuk itu. Menurut 
Moeljatno, bahwa bukan siapa yang mampu untuk mengakhiri keadaan 
terlarang itu yang wajib mengakhiri keadaan terlarang, tetapi siapa yang 
berkewajiban itu dia mampu untuk mengakhiri keadaan yang terlarang.57 
2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: doenpleger) 
Undang-Undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud 
yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari 
orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) banyak ahli hukum 
merujuk pada keterangan yang ada didalam MvT WvS Belanda, yang 
menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan” adalah juga dia yang 
melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan 
perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu 
berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena 
keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Dari 
                                                 




keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk pembuat 
penyuruh, yaitu: 
a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di 
tangannya. Orang yang mengusai orang lain, orang lain itu sebagai 
alat, orang inilah sesungguhnya yang mewujudkan tindak pidana. 
Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan 
aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. 
b. Orang lain itu berbuat: 
1) Tanpa kesengajaan, perbuatan manus ministra pada kenyataannya 
telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan di 
dalamnya, baik karena kesengajaan maupun kealpaan.  
2) Tanpa kealpaan, karena alasan tanpa kealpaan. 
3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan 
a. yang tidak diketahuinya; 
b. karena disesatkan; 
c. Karena tunduk pada kekerasan.58 
Hal penting dari yang diterangkan oleh MvT, bahwa jelas 
orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai 
konsekuensi logis dari keadaan subjektif (batin: tanpa kesalahan atau 
tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat materilnya tunduk 
pada kekerasan (objektif). Berdasarkan keterangan MvT tersebut, 
maka dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat 
                                                 




penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektifnya, ialah 
kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada 
dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan 
dan tanpa tanggugjawab. 
Walaupun tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, 
yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materilnya (orang yang 
disuruh melakukan) karena ia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal 
yang tidak dipertanggungjawabkan karena keadaan batin orang-orang 
yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu 
yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah 
bersifat objektif.59 Jadi dapat dijelaskan bahwa yang menyuruh 
melakukan (doenplegen) adalah orang yang melakukan perbuatan 
dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya 
digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu 
pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. 
3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger) 
Menurut MvT Belanda di terangkan bahwa yang turut serta 
melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan 
suatu tindak pidana.60 Pada mulanya disebut dengan turut berbuat adalah 
bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-
sama  memenuhi  semua  rumusan  tindak pidana yang bersangkutan. Pada  
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tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh 
unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya 
tindak pidana. Turut serta termasuk dalam bagian bentuk penyertaan 
mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah 
seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama 
dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian 
secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana 
memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai 
bagian dari bentuk penyertaan. 
Ada dua pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu 
pandangan yang sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang 
berpendapat bahwa turut serta melakukan, terjadi apabila pebuatan 
masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini 
lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan pandangan yang kedua 
adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan 
bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang 
pembuat. Perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak 
pidana, telah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, 
asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat 
pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. 
Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada 
pandangan lama yang lebih sempit. Hoge Raad dalam arrestnya ini telah 




a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi; 
b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang 
dimaksudkan. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa perbedaan 
antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksaana hanyalah dari sudut 
perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah 
perbuatan penyelesaiaan tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya 
tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh 
perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat 
pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan 
perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan 
tindak pidana. Terdapat perbedaan juga antara pembuat pelaksana dengan 
pembuat peserta, adalah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan 
subyek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu. 
4. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: Uitlokker) 
Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur), seperti 
juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak 
pidana secara materil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh 
dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat “yang 
menyuruh melakukan”. Rumusan itu selengkapnya ialah “mereka yang 
dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan 




sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.61 
Terdapat beberapa unsur-unsur dari Uitlokker yaitu:  
Unsur-unsur obyektif terdiri dari : 
a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan; 
b. Caranya, ialah dengan memberikan sesuatu, dengan menjanjikan 
sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan 
menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, 
dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberikan 
saran, dan dengan memberikan keterangan. 
Adapun unsur-unsur subyektif yakni dengan sengaja.  
Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapat disimpulkan ada lima 
syarat dari seorang pembuat penganjur, yakni: 
a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus 
ditujukan pada empat hal, yaitu: 
1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran; 
2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta 
akibatnya; 
3) Ditujukan pada orang lain untuk melakuakn perbuatan (apa yang 
dianjurkan); dan 
4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau 
dapat dipidana. 
                                                 




b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus 
menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan 
dalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) tersebut. 
c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk 
melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah 
disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran 
oleh si pembuat penganjur. 
d. Keempat, orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana 
sesuai dengan yang dianjurkan. 
e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki 
kemampuan bertanggung jawab. 
Terdapat syarat untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan 
yang dimaksud dalam hal penganjuran adalah: 
a. Pertama, bahwa upaya ini digunakan dalam hal yang hubungan atau 
dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan 
orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan. 
b. Kedua, bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat 
dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak 
pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan.62 
Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara bentuk pembuat 
penyuruh dengan pembuat penganjur. Persamaannya adalah pada kedua 
bentuk, baik pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur tidak 
                                                 




melakukan sendiri tindak pidana melainkan menggunakan atau melalui 
orang lain. Sedangkan kesengajaan mereka dalam melakukan penganjuran 
maupun dalam menyuruh lakukan masing-masing ditujukan pada 
penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan orang lain. 
Perbedaannya adalah bahwa dalam melakukan penganjuran harus 
menggunakan cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 
KUHP. Pada bentuk menyuruh melakukan boleh menggunakan segala 
cara. Pada bentuk penganjuran, baik pembuat penganjurnya maupun 
pembuat materilnya dipertanggungjawabkan sama terhadap timbulnya 
tindak pidana (sama-sama dipidana). Tetapi bentuk menyuruh melakukan 
yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah pembuat 
penyuruhnya saja. pembuat materiilnya tidak dapat dijatuhi pidana.63 
5. Pembantuan (medeplichtige) 
Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 56, 
57 dan 60. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan unsur 
subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Pasal 57 
merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat 
pembantu. Sedangkan Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban 
pembantuan hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak 
dalam hal pelanggaran.  
Syarat-syarat pembantuan dari sudut subyektif, kesengajaan 
pembuat pembantu ini tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian 
                                                 




kejahatan, melainkan hanya sekedar ditujukan pada mempermudah 
pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga sikap batin pembuat pembantu 
terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap batin dari pembuat 
pelaksananya. Sedangkan dari sudut obyektif, bahwa wujud dari perbuatan 
yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat memperlancar 
pelaksanaan kejahatan. Kenyataannya menurut pengalaman manusia pada 
umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat 
pembantu berperan atas mempunyai andil, atau memberi sumbangan 
dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan.  
Bentuk-bentuk pembantuan menurut KUHP Pasal 56 ada dua 
bentuk pembantuan, yaitu pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan, 
dan pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan. Tanggung Jawab Pidana 
bagi pembantuan dalam Pasal 57 memuat tentang sejauh mana luasnya 
tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya bahwa dalam 
hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi 
sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pidana 
tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. Dalam 
menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan 
yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.64 
 
                                                 




Berdasarkankan uraian di atas, memahami bentuk-bentuk hubungan 
dari penyertaan adalah sangat penting. Karena sebagaimana terlihat dari uraian 
diatas, hubungan antara peserta-peserta itu satu sama lain tidak sama eratnya. 
Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang menyuruh terhadap yang 
disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan (uitlokker) terhadap 
yang digerakkan (uitgelokte); hubungan antara seseorang dan orang lain yang 
bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan 
seseorang yang dibantu orang lain melakukan kejahatan. Untuk jelasnya 
apabila hubungan itu ditinjau dari sudut penyerta/peserta akan ditemukan 
variasi-variasi sebagai berikut: 
1. Penyerta yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui 
bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa 
melakukannya, dan sebagainya (manus ministra); 
2. Penyerta benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan 
tindak pidana (medeplegen); Penyerta melakukan tindak pidana karena 
adanya sesuatu keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk 
melakukannya (uitgelokte, auctor materialis); Penyerta hanya sekedar 
membantu saja (medeplichtige); dan ia dipandang sebagai penyerta dalam 
suatu pelanggaran, karena ia adalah pengurus dan sebagainya.65 
Salah satu unsur dari tindak pidana adalah subjek, hal ini diuraikan 
dalam Bab XV. Artinya ada seseorang atau beberapa orang melakukan suatu 
tindakan yang dapat dipidana. Jika subjek itu hanya satu orang saja, maka 
                                                 




tidak ada persoalan mengenai siapa yang dipertanggungjawabkan, jika semua 
unsur-unsurnya telah terpenuhi. Tetapi bilamana subjek itu terdiri dari dua 
orang atau lebih, maka timbullah persoalaan mengenai: apakah setiap subjek 
itu harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, bagaimana 
hubungan antara subjek-subjek tersebut dan terutama bagaimanakah 
pertanggungjawaban pidana setiap subjek.66 
Perbedaan hubungan antara para pelaku peserta tersebut adalah sangat 
penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada 
para pelaku peserta diperbedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya 
hubungan-hubungan itu. Demikianlah misalnya pertanggungjawaban pidana 
dari dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana 
adalah sama, tetapi antara pelaku (utama) dan yang membantunya tidak sama. 
Dengan singkat dapat dikatakan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam 
ajaran penyertaan adalah untuk menentukan bentuk hubungan antara peserta-
peserta tersebut yang kemudian menentukan pula pertanggungjawaban pidana 
dari masing-masing peserta, karena telah melakukan suatu tindak pidana.67 
Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa konsep 
turut serta melakukan tindak pidana menurut KUHP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana) adalah terlibatnya seseorang atau lebih pada saat orang lain 
melakukan perbuatan pidana. Atau suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh 
dua  orang  atau lebih.  Adapun bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana  
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menurut KUHP ada lima bentuk, yakni mereka yang melakukan, menyuruh 
melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan dan membantu melakukan. 
Sehingga pertanggungjawaban terhadap pelaku turut serta melakukan 
perbuatan pidana menurut hukum pidana Indonesia terdapat dua sistem 
pertanggungjawaban. Yang pertama, dipertanggungjawabkan secara sama 
dengan orang yang sendirian melakukan perbuatan pidana tanpa dibedakan 
atas perbuatan yang dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara 
berbeda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luas wujud perbuatan 
yang dilakukan 
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Perbuatan Turut Serta 
Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian pada Putusan 
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs 
Perkara nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs merupakan perkara pidana 
dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan terdakwa I yaitu 
Taufik Nurhidayat alias Gopel bin Ridwan dan Terdakwa II yaitu Riki 
Maulana alias Cioy bin Sakiri. Sebelum membahas penerapan hukum pidana 
materiil dalam perbuatan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan 
kematian pada putusan nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs., terlabih dahulu perlu 
diketahui posisi kasus tersebut.  
Kasus tersebut berawal pada hari Jum’at, tanggal 14 Februari 2020, 
sekitar jam 14.00 wib sewaktu Terdakwa I Taufik Nurhidayat Alias Gopel Bin 
Ridwan, Sdr. Somari Alias Mayi (DPO), Sdr. Suhanto Alias Gato Bin Sawal 




dan Sdr. Bolang sedang duduk-duduk di Jembatan Gang Bidan Murni masuk 
Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Terdakwa II 
bercerita bahwa tiga hari yang lalu sewaktu istrinya berada di rumah didatangi 
oleh dua orang yang tidak dikenal dan menanyakan dengan kata-kata: “Koen 
bojone cioy?“ (“Kamu istrinya cioy“). Kemudian dijawab oleh istri Terdakwa 
II dengan kata: “Iya“, selanjutnya salah satu dari orang tersebut mengatakan 
“Awas tak patani koen“ (“Awas tak bunuh kamu“). Salah satu dari orang 
tersebut akan mencekik istri dari Terdakwa II, selanjutnya istri dari Terdakwa 
II langsung berteriak dan kedua orang tersebut langsung pergi menggunakan 
sepeda motor. Setelah Terdakwa I, Sdr. Somari (DPO), Sdr. Suhanto (DPO), 
Sdr. Bowo, Sdr. Eko dan Sdr. Bolang mendengar cerita dari Terdakwa II 
tersebut, mereka berpikiran bahwa kedua orang yang tidak dikenal tersebut 
adalah suruhan Korban Arista Irfan Wijaya Alias Renggo Bin Radi karena 
awalnya Terdakwa II yang mempunyai masalah dengan korban, karena 
Terdakwa I dan Sdr. Somari, Sdr. Suhanto serta Terdakwa II pernah disakiti 
oleh korban, kemudian mereka sepakat untuk mencari Korban untuk memberi 
pelajaran kepada korban.  
Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Somari (DPO), 
Sdr. Suhanto (DPO), Sdr. Bowo, Sdr. Eko dan Sdr. Bolang sekitar jam 16.30 
Wib dengan menggunakan 3 unit sepeda motor berboncengan menuju rumah 
korban yang terletak di Desa Kemurang Kulon RT. 03 RW.01 Kecamatan 
Tanjung Kabupaten Brebes, sesampainya di sebelah selatan rumah korban dan 




dengan Terdakwa II, Sdr. Somari dan Sdr. Suhanto berjalan menuju rumah 
korban. Sesampainya di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa I dan 
Terdakwa II menunggu di depan rumah korban sambil mengawasi keadaan 
sekitar. Sedangkan Sdr. Somari bersama dengan Sdr. Suhanto masuk ke dalam 
rumah korban, yang merupakan tempat terbuka yang semua orang dapat 
melihat aktifitas dari dalam rumah, dengan cara membuka pintu rumah korban 
yang pada saat itu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci.  
Kemudian tanpa mengetuk pintu Sdr. Somari dan Sdr. Suhanto masuk 
ke dalam rumah dan mendapati korban sedang tiduran dengan posisi 
terlentang bersama dengan saksi Siti Rokhaeni selaku istri dari korban. 
Selanjutnya Sdr. Somari sempat bertanya kepada korban: “Nggo! Koen ka 
kolu men karo kancane dewek“ (“Nggo kamu kok tega banget sama temen 
sendiri”), kemudian dijawab oleh korban: “Dih cioy kan dudu balane ente, 
bocah kemurang wetan“ (“Dih kalau cioy kan bukan teman kamu, anak 
memurang wetan”) kemudian dijawab oleh Sdr. Somari dengan ucapan: “Ora” 
(“Tidak”). Kemudian Sdr. Somari langsung menusuk korban menggunakan 
senjata tajam jenis belati yang merupakan milik dan dibawa oleh Sdr. Somari, 
yang dilakukan dengan cara Sdr. Somari memegang belati menggunakan 
tangan kanannya kemudian diarahkan ke bagian kepala bagian atas atas 
korban yang merupakan organ vital manusia sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali. 
Korban belum sempat berdiri Sdr. Suhanto langsung memukuli korban 
menggunakan tangan kanan Sdr. Suhanto dalam keadaan menggengam 




kali, selanjutnya saksi Siti Rokhaeni mencoba melerai dan melindungi korban 
dari tusukan dan pukulan yang dilakukan Sdr. Suhanto dan Sdr. Somari sambil 
saksi Siti Rokhaeni berteriak-teriak minta tolong. 
Mendengar teriakan tersebut, Terdakwa I langsung mengambil 
pecahan layah/cobek yang pada saat itu digunakan untuk mengganjal pintu 
rumah korban dengan menggunakan tangannya. Terdakwa II juga mengambil 
pecahan batu cor yang pada saat itu digunakan sebagai pemberat terpal 
penututp batu bata yang ada di depan rumah korban, dengan menggunakan 
tangannya. Terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk ke dalam rumah 
korban, selanjutnya Terdakwa I memukulkan pecahan layah/cobek yang 
dilakukan dengan cara mengayunkan pecahan layah/cobek tersebut ke arah 
bagian kepala bagian atas, yang merupakan bagian organ vital manusia 
sebanyak 2 (dua) kali dan sebanyak 1 (satu) kali diarahkan ke bagian kaki 
korban. Terdakwa I juga menyeret saksi Siti Rokhaeni yang saat itu sedang 
melindungi korban, kemudian terdakwa II dengan membawa pecahan batu cor 
yang dipegang dengan tangan kanannya dan diayunkan ke bagian kaki 
sebanyak 3 (tiga) kali dan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, 
yang saat itu korban dalam kondisi duduk dan memegangi kaki Sdr. Somari 
sambil meminta ampun, tetapi Sdr. Suhanto langsung mengambil kipas angin 
yang berada disekitar tempat tersebut dengan menggunakan tangan Sdr. 
Suhanto, selanjutnya memukulkan bagian kipas angin tersebut kearah kepala 




Saksi Siti Rokhaeni berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan 
kepada warga sekitar, selamjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II 
meninggalkan rumah korban, selanjutnya Sdr. Suhanto mengambil belati yang 
saat itu dipegang oleh Sdr. Somari, kemudian Sdr. Suhanto menusukkan belati 
tersebut kearah bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian 
Sdr. Somari bersama dengan Sdr. Suhanto meninggalkan rumah korban 
kemudian datang saksi Nuryadi dan saksi Murtono Bin Ruwan untuk memberi 
pertolongan kepada korban selanjutnya korban di bawa RSUD Brebes, setelah 
sampai RSUD korban dinyatakan sudah meningal dunia. 
Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Brebes Nomor: RM/04/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Provita Rahmawati yang melakukan 
pemeriksaan terhadap Korban Arista Irfan Wijaya Bin RADI dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan sepintas : Korban di RSUD Brebes 
pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 00.19 Wib dalam keadaan sudah 
meninggal dunia. Pemeriksaan Physik:  
Kepala : Luka robek di bagian belakang kepala sebelah kanan dengan 
ukuran ± 2 x 1 cm. 
Wajah : Luka lebam di pipi sebelah kiri.  
Mata : Luka lebam di mata kanan bawah. 
Leher : Dalam batas Normal. 
Punggung : Luka robek dipunggung sebelah kiri dengan ukuran ± 2 x 1 cm. 




Perut (Abdomen) : Dalam batas Normal. 
Anggota gerak atas : Dalam batas Normal. 
Angggota gerak bawah : Luka robek dibetis kanan dengan ukuran ±3 x 1 cm. 
Alat kelamin  : Dalam batas Normal. 
Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh banda tajam 
Dari kasus posisi tersebut yang telah diuraikan di atas, Para Terdakwa 
diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang 
berbentuk alternatf, rumusannya mirip dengan surat dakwaan subsider, yaitu 
yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang 
dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah 
Majelis Hakim tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan didepan 
pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Hal 
ini sering terjadi penuntut umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit 
menentukan salah satu Pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan 
unsurnya, karena unsur tindak pidana tersebut menimbulkan keraguan bagi 
penuntut umun untuk menentukan diantara 2 (dua) pasal atau lebih atas satu 
tindak pidana. Adapun dakwaan Penuntut Umum, antara lain: 
1. Primair 
Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu 
“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 






Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu “Dengan 
terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan 
kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut.” 
3. Lebih Subsidair 
Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-
1 KUHP, yaitu “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 
yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan 
mati.”  
Tuntutan penuntut umum merupakan permohonan Penuntut Umum 
kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. Adapun 
tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Registrasi nomor 52/Pid.B/2020/PN 
Bbs. yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes 
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang pada pokoknya 
menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa I Taufik Nurhidayat Alias Gopel Bin Ridwan dan 
Terdakwa II Riki Maulana Alias Cioy Bin Sakri tidak terbukti melakukan 
tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa 
orang lain“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut 




2. Menyatakan Terdakwa I Taufik Nurhidayat Alias Gopel Bin Ridwan dan 
Terdakwa II Riki Maulana Alias Cioy Bin Sakri tidak terbukti melakukan 
tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama 
menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut“, 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 
KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan 
membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut. 
3. Menyatakan Terdakwa I Taufik Nurhidayat Alias Gopel Bin Ridwan dan 
Terdakwa II Riki Maulana Alias Cioy Bin Sakri terbukti melakukan tindak 
pidana “Secara bersama-sama melakukan perbuatan penganiayaan yang 
mengakibatkan mati“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana 
dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum. 
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Taufik Nurhidayat Alias Gopel 
Bin Ridwan dan Terdakwa II Riki Maulana Alias Cioy Bin Sakri dengan 
pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama 
para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap 
ditahan. 
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 1 (satu) Potong celana pendek jeans warna biru. 
- 1 (satu) Potong kaos warna merah. 
- 1 (satu) Buah Selongsong belati. 




- 1 (satu) Buah pecahan layah / cobek. 
- 2 (dua) Buah potongan batu cor. 
Dirampas untuk dimusnahkan 
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah). 
Penerapan hukum pidana materiil dalam timdak pidana perlu 
memperhatikan aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang 
didakwakan merupakan hal yang sangat penting terhadap putusan hakim. Hal 
ini dikarenakan pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terakwa 
tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan 
oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-
pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar 
terhadap amar/dictum putusan hakim. 
Putusan hakim dalam praktek peradilan, sebelum pertimbangan-
pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan 
merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan 
terdakawa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada 
dasarnya fakta-fakta dalam persidangan beriorientasi pada dimensi tentang, 
locus dan tempus aelicti, modus operandi, bagaimanakah tindak pidana 
tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa 




tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.  
Pada perkara nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs., majelis hakim 
mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Siti Rokhaeni binti 
Tarjono, saksi Nuryadi bin Sukardi, saksi Mutrono bin Ruan, Riza Halimah 
binti Tasripin, kemudian keterangan terdakwa I Taufik Nurhidayat alias Gopel 
bin Ridwan dan Terdakwa II Riki Maulana alias Cioy bin Sakri. Dari 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan 
dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa visum et repertum dari Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes No. RM/04/II/2020 tanggal 20 
Februrasi 2020 yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum 
yang bersesuaian dengan isi surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan 
demikian Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya.  
Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, pada putusan 
hakim kemudian dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (bestanddlen) dari 
tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Adapun 
dalam kasus ini Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang berbentuk 
alternatf, rumusannya mirip dengan surat dakwaan subsider, yaitu yang 
didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju 
dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Hal ini terjadi 
dimungkinkan Penuntut Umum sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 




menimbulkan keraguan bagi penuntut umun untuk menentukan diantara 2 
(dua) pasal atau lebih atas satu tindak pidana. 
Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pidana materiil dalam 
perbuatan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian pada 
perkara tersebut yaitu dengan membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana 
yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum di depan pengadilan tanpa terkait 
pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Para Terdakwa dalam kasus 
ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka 
Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer 
sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Barang Siapa; 
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain; 
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan; 
Dari unsur-unsur tersebut, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 
KUHP, tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah 
dibebaskan dari dakwaan tersebut. Berdasarkan hasil visum et repertum dari 
rumah sakit korban banyak mengalami luka lebam dan pendarahan akibat 
benda tajam. Pada saat itu terdakwa tidak mengetahui Sdr. Somari Alias Mayi 




mengetahui bahwa Sdr. Somari Alias Mayi membawa belati serta Sdr. Somari 
bersama Sdr. Suhanto Alias Gatot telah menggunakan belati tersebut untuk 
menusuk korban beberapa kali ke bagian kepala korban. Pada saat para 
Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Somari Alias Mayi dan Sdr. Suhanto 
Alias Gatot pergi meninggalkan rumah korban, kemudian Sdr. Suhanto Alias 
Gatot bercerita bahwa dia bersama-sama dengan Sdr. Somari Alias Mayi telah 
menusuk korban dengan menggunakan belati tersebut. Dengan demikian 
menurut majelis hakim para terdakwa berniat untuk memberi pelajaran kepada 
korban tidak untuk menghilangkan nyawa korban dan penyebab kematian 
korban adalah pendarahan yang diakibatkan benda tajam belati yang dibawa 
oleh sdr Somari Alias Mayi dengan demikian unsur dengan sengaja merampas 
nyawa orang lain tidak terbukti. 
Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim 
mempertimbagkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair sebagaimana 
diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut:  
1. Barang Siapa; 
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan 
kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. 
Dari unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair, juga 
terdapat salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, tidak terpenuhi. 
Maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan 




dakwaan subsidair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari 
dakwaan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan 
dengan difinisi yang telah majelis hakim uraikan diatas, Majelis hakim 
berpendapat bahwa oleh karena ketika itu para terdakwa datang di rumah 
korban kemudian menunggu di luar rumah korban tidak langsung masuk 
bersama-sama dengan Sdr. Somari Alias Mayi bersama dengan Sdr. Suhanto 
Alias Gatot Bin Sawal memukuli korban. Dengan demikian perbuatan para 
terdakwa tidak bisa dikatakan dengan tenaga bersama dengan demikian unsur 
dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan 
kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut tidak terbukti. 
Oleh karena dakwaan subsidair juga tidak terbukti, maka Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih 
subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) 
ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Barang Siapa; 
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis 
hakim semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP 
telah terpenuhi. Maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair. Berdasarkan fakta-fakta hukum 




diatas serta hasil visum et repertum dari rumah sakit, maka Majelis hakim 
berpendapat bahwa para terdakwa datang ke rumah korban Bersama dengan 
Sdr. Somari Als. Mayi dan meminta ampun namun Sdr. Suhanto Alias Gatot 
kemudian para terdakwa menunggu di luar sementara itu Sdr. Somari Alias 
Mayi langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong 
sebanyak lebih dari 5 (lima) kali kearah muka sebelah kanan. Sdr. Suhanto 
Alias Gatot memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 
lebih dari 5 (lima) kali kearah kepala bagian belakang korban. Selanjutnya 
Sdr. Somari Alias Mayi menusuk korban menggunakan belati sebanyak lebih 
dari 5 (lima) kali mengenai kepala bagian atas korban. Sdr. Somari Alias Mayi 
dan Sdr. Suhanto Alias Gatot terus memukuli korban berkali-kali hingga saksi 
Siti Rokhaeni berteriak-teriak meminta tolong. Terdakwa I dan Terdakwa II 
masuk ke dalam rumah korban dengan Terdakwa I membawa pecahan 
layah/cobek sedangkan Terdakwa II membawa pecahan batu cor. 
Sesampainya di dalam Terdakwa I memukul korban menggunakan pecahan 
layah/cobek tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala bagian belakang dan 
sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah kaki dan pinggang korban. Terdakwa 
II melakukan pemukulan menggunakan pecahan batu cor sebanyak lebih dari 
3 (tiga) kali ke arah kepala bagian belakang korban. Terdakwa II juga 
memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah muka korban 
mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian unsur mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 




Berdasarkan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil 
dalam perbuatan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan 
kematian pada putusan nomor 52/Pid.B/2020/PN Bbs sudah benar dan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa I dan 
Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dan tindak pidana “dengan 
terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan 
terhadap orang lain mengakibatkan maut.” Namun terdakwa terbukti 
melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan 
penganiayaan yang mengakibatkan mati.” Sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, 
sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum dengan pidana 
penjara masing-masing 3 (tiga) tahun.  
Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya telah 
mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang 
meringankan. Meskipun sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya dan 
menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para 
terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Namun perbuatan terdakwa 
termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat, sangat kejam dan tidak 
berperikemanusiaan, bahkan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 
seseorang kehilangan nyawanya. Menurut penulis, hakim memutuskan 




penuntut umum yaitu 4 (empat) tahun penjara. Dimana dalam ketentuan 
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dalam Pasal 351 Ayat (3) 










A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Konsep turut serta melakukan tindak pidana menurut KUHP (Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana) adalah terlibatnya seseorang atau lebih 
pada saat orang lain melakukan perbuatan pidana. Atau suatu perbuatan 
delik yang dilakukan oleh dua  orang  atau lebih.  Adapun bentuk turut 
serta melakukan perbuatan pidana menurut KUHP Pasal 55 dan 56, ada 
lima bentuk, yakni mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut 
serta melakukan, menganjurkan dan membantu melakukan.  
2. Penerapan hukum pidana materiil dalam perbuatan turut serta melakukan 
penganiayaan mengakibatkan kematian pada putusan nomor 52/Pid.B/ 
2020/PN Bbs sudah benar dan sesuai dengan menerapkan Pasal 351 Ayat 
(3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Lebih 
Subsidair Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) 
tahun. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak 
pidana “secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang 
lain” dan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama 
menggunakan kekerasan terhadap orang lain mengakibatkan maut.” 
Namun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “secara bersama-sama 




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Sulitnya merangkum pengertian dari tindak pidana penganiayaan ke 
dalam satu rumusan yang pasti memberikan keleluasaan kepada hakim 
dalam melakukan interpretasi terhadap suatu tindakan yang dapat 
digolongkan sebagai penganiayaan. Kewenangan yang luas tersebut 
seyogianya dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab serta dengan 
mempertimbangkan kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan 
budaya maupun perkembangan teknologi di dalam masyarakat 
2. Majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara sebaiknya tidak terpaku 
pada dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim harus lebih cermat dalam 
menganalisis dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga dalam 
penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian hukum kepada 
Terdakwanya dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan 
menjatuhkan hukuman terhadap para pelanggar hukum agar kiranya bisa 
lebih tegas dan adil, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. 
3. Perlunya pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, oleh 
karena jenis dan macam penganiayaan begitu banyak baik dari segi latar 
belakang, motif dan lain sebagainya diharapkan lebih memahami terkait 
dengan tindak pidana penganiayaan berikut bentuk-bentuk penyertaan 
yang dapat diancam dengan hukum pidana.  
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